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TENTANG

PERUBAHAN XEDUA ATAS PERATURAN WALI I(OTA BATU
I{OMOR 147 TAHUN 2O2O TEITTAITG PEIIJASARAI'I AITGGARAI{

PEITDAPATAIT DA.]T BELIINJA DAERAH TAIIUI{ AN(rcARAN 2O2I

DEI'IGAI{ RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (lmbarar Negara
Republik Indonesia Talun 2001 Nomor 91,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41 l8);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
l,€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor
4286].;

1

2

a. bahwa sesuai dengan ketentuar Pasal 68, Pasal 69,
dan Pasal 164 ayat l7l Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaal Keuangan
Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri KeuanBan
Nomor: 17|PMK.O7l2O21 tentang Pengelolaan
Transler Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID- 19) dan Dampaknya, serta dalam rangka
memfasilitasi usulan Satuan Keda Ferangkat
Daerah dalam melakukan pergeseran anggalan
mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147
Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Mengingat



3. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamba.l'ajl
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
440O);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tent€ng
Sistem Perencanaal Pembangunan Nasional
(t€mbaran Negara Republik Indonesia Taiun
2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negata
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Undalg-Undarg Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l€mbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O09 Nomor
130, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(I.€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahar atas Undang-
Undang Nomor 12 Taiun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(I,embarar Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaral Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terathir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan t€mbaran Nega-ra Republik lndonesia
Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Halma!2dariahhl



PERATI'RAIT WALI TOTA TENTAITG PERI'BAIIAIT
XEDUA ATAS PERATI'RAN WAI,I KCITA BATU NOMOR
147 TAHUIT 2O2O TEITTAITG PENJABARAN ANGGARAIT
PEITDAPATAIS DAI{ BELA.ITJA DAERAII TAHI'IT
AITGGARAN 2021.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraal Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan DaeraI
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan l€mbaran Nega-ra
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaar Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

14- Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O
Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga-ran
2021;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaal
Keuangan Daerah;

17. Peraturar Menteri Keuangan Nomor
l7 /PMK.O7 /2021 tentang Pengelolaan Transfer
Ke Daerah Dar Dara Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penarrganart Pandemi
Corcna Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya;

18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun
2O2O telrtar].g Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggarar 2021;

19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belarja Daerah Tahun Ar,l.f.arar, 2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Batu Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturar WaIi Kota Batu Nomor
147 Tahun 2O2O tentang Penjabarar Anggara-n
Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan :



Pqsal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu
Nomor 147 TaIun 2020 tentang Penjaba-ran Anggaran
Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Wati Kota
Batu Nomor 25 Tahun 2021 tentarg Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Batu Nomor 147 Talf,un 2O2O
tentang Penjabarar Anggaran Pendapatan dan Betanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan datam l-a:npiran I diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini;

2- Ketentuan dalam l,ampiran Il diubah, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum da-lam Lampiral Il
yang merupakan bagiar tidak terpisahkan dari
Peraturan Wati Kota ini; dan

3. Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai akibat
pergeseran anggaran dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Pergeseran AngSaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangar.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan
pengundargan Peraturan Wdi Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2o Ajcrl 2o2l

WALI A BATU,

DEWA.}ITI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal !o A$.1 2O2l

S DAERAH KOTA BATU,

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O2I NOMOR 29/A

r'l:l:

zADDlt

HalEman4ddi4hle.


